


 

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut : 

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 

3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaiman telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonedis Tahun 2023 Nomor 54, 

tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6863); 

4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang 

Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

72); 

5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang 

Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Tahun 

2025 Nomor 664); 

6) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang 

Pengawasan Penyusunan Pemutkahiran Data Pemilih Berkelanjutan. 

 

BAB I 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 1 

1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan 

pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Kerjasama yang ditentukan 

dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini; 

2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendorong peningkatan Pengawasan 

Partisipatif melalui pelibatan masyarakat dalam pengawasan Partisipatif. 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

 Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi : 

1) Pelaksanaan pengawasan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan Pemilihan 

Umum/Pemilihan; 

2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; 

3) Dukungan sosialisasi, peningkatan Pendidikan Pemilih dan penguatan 

partisipasi masyarakat;  

4) Membuka posko pengaduan masyarakat terkait Pemutakhiran Data Pemilih 

Berkelanjutan; 

5) Mendorong partisifatif aktif masyarakat melalui pojok pengawasan; dan 

6) Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK  sepanjang tidak 

bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK. 

 

 BAB III 

PELAKSANAAN 

Pasal 1 

1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan iktikad 

baik PARA PIHAK; 

2) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK yang akan 

dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan satu kesatuan 

yang tidak dapat dipisahkan dengan Nota Kesepahaman ini; 

3) Dalam melaksanakan Kesepahaman yang dimaksud pada Ayat (2) PARA 

PIHAK dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk; 

4) Apabila terdapat usulan kegiatan kerja sama, maka usulan kegiatan kerja sama 

dapat diajukan oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sesuai dengan 

mekanisme yang berlaku bagi PARA PIHAK. 

 

BAB IV 

JANGKA WAKTU 

Pasal 4 

1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Nota 

Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK; 

2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan 

kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah 

satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, 

mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahu maksud 

tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan 

sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan 

atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini. 

 

 

 

 



BAB V 

PEMBIAYAAN 

Pasal 5 

1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan 

oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

2) Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini 

dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, 

tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota 

Kesepahaman dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

BAB VI 

ADENDUM 

Pasal 6 

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan 

diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. 

 

 

BAB VII 

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) 

Pasal 7 

1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang 

disebabkan keadaan, kejadian, atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan 

wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang selanjutnya dalam Nota 

Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (force majeure)*; 

2) Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman 

ini meliputi bencana alam, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan 

atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang melarang pelaksanaan Nota Kesepahaman ini; 

3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud 

pada Ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) wajib 

memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai 

dengan alat bukti paling lambat 3X24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak 

terjadinya keadaan memaksa (force majeure). 

 

BAB VIII 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

Pasal 8 

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan 

perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara 

musyawarah untuk mufakat. 

 

 

 

 




	PKS Tobimeita 123.pdf (p.1)
	PKS Tobimeita 111.pdf (p.2-4)
	4.pdf (p.5)

